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Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program perguruan tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyebarluaskan informasi dan memberdayakan masyarakat, keluarga dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok kerja (pokja) di lingkungan desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu hari pertama berupa sosialisasi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Pada hari kedua diadakan pelatihan dengan metode pemecahan masalah per kasus. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dilakukan monitoring terhadap kelompok sasaran mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap serta tanggapannya terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapat sambutan baik dari sasaran, terbukti dari antusiasme kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan dan dukungan sarana yang memadai serta tanggapan yang baik dari para tokoh masyarakat setempat dan aparat desa
Kata kunci: pelatihan, sosialisasi, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

The purpose of this community service activity is to support college programs as a study center advocacy on domestic violence as well as disseminate information and empower communities, families within the framework of prevention and elimination of domestic violence.
The objective of this activity is working groups (working group) in the village environment Purwobinangun, Pakem District, Sleman regency. This event was held for 2 (two) days, the first day of socializing with the lecture method, frequently asked questions and discussion. On the second day of training was held with the method of problem solving by case basis. During the ongoing community service activities carried out monitoring of the target groups about the knowledge, understanding, attitudes and responses related to the elimination of domestic violence.
Community service activities have been successfully implemented as planned and well received by the target, evidenced by the enthusiasm of the target group in following the activities and support facilities are adequate and a good response from local community leaders and village officials
Key words: training, socialization, the elimination of domestic violence
Pendahuluan
1. Latar Belakang

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga-keluarga menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak berita baik melalui surat kabar maupun media elektronik televisi yang menanyangkan berbagai kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari penyiksaan terhadap anak kandung sendiri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap orang tua kandung, sampai penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Data dari Satreskrim Polres Klaten telah mencatat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang ditangani unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Klaten tahun 2009 lalu mencapai 107 kasus (www.solopos.net, /10 Okt 2010). Laporan hasil penelitian yang dirintis oleh Legal Resources Center (LRC) untuk Keadilan Jender (KJ) dan HAM Semarang menyatakan bahwa dari November 2009 sampai Februari 2010 terdapat 136 kasus kekerasan berbasis Jender dengan korban perempuan 211 orang (Kedaulatan Rakyat , 9 Maret 2010: 9). Akibat dari tindak kekerasan tersebut tentunya dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini. Untuk itulah penanggulangan masalah ini sangat diperlukan penanganan yang terpadu. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2004 merupakan salah satu bentuk upaya tersebut, yang didukung dengan keberadaan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003). Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. 
    Untuk itulah diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya terutama keluarga terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kebutuhan akan hal tersebut sangat besar dihadapi oleh setiap anggota masyarakat terutama kelompok kerja – kelompok kerja (pokja-pokja) seperti yang ada di desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dan sangat mendesak untuk segera diwujudkan. Salah satu upaya mewujudkan kebutuhan akan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi atau penyadaran hukum  terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada anggota masyarakat desa Purwobinangun, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Kajian Teori
a. Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic Violence) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriakhi yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Hal ini dapat terlihat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang peristiwaperistiwa penganiayaan terhadap suami, istri, anak kandung, anak asuh, kakek, menek, dan pembantu rumah tangga. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Research Center Kajian Jender dan HAM Semarang, menunjukkan bahwa dari bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 terdapat 136 kasus kekerasan jender dengan korban perempuan sebanyak 211 orang. (Kedaulatan Rakyat,  9 Maret 2010: 9)

Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan oleh Farha Ciciek yakni:

(1) Masyarakat masih mendasarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakoinan bahwa lelaki harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.

(2) Adanya kebiasaan mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.

(3) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai  kekuasaan terhadap intri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.

(4) Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri.  Asdanya anggapan masyarakat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.

(5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki  boleh  menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. (Farha Ciciek, 2003: 33).

b. Tinjauan Yuridis tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya KDRT telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah KDRT yaitu, UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita. Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

Berkaitan dengan KDRT berdasar peraturan perundang-undangan telah diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman/sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan-larangan tersebut, antara lain:
1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang 

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut  UU No. 23 Tahun 2004, antara lain: (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga yakini (1) penelantaran orang , padahal menurut hukum  yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

2) Ancaman/sanksi pidana

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam UU No. 23 tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dann denda Rp 300.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).  Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: (a) pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku menmgikuti program konseling di bawah  pengawasan lembaga tertentu. 

Ancaman atau sanksi pidana memang salah satu tujuannya agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu dengan adanya sanksi tersebut sipapun akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi setidak-tidaknya dapat dikatakan salah satu bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Di samping itu budaya yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk domestik sehingga sudah sepantasnya menanggung resiko termasuk tidak boleh mempermasalahkan kalau dia mendapat kekerasan dari suaminya atau masih adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah pribadi serta konsekuensi sebagai perempuan. Oleh karena itu penyadaran hukum  perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.
c. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban KDRT 

Maraknya peristiwa KDRT dalam masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan perlu dilakukan tindakan. Akan tetapi ternyata mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidaklah sesederhana sebagaimana pengucapannya, karena membicarakan persoalan KDRT kadang merupakan hal yang sensitif, sehingga mensosialisasikan serta melakukan penanganan terhadap KDRT menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks dan rumit, dan tidak bisa dipungkiri bahwa, budaya, kultur masyarakat yang cenderung tertutup mengenai masalah ”dalam negeri” masalah intern rumah tangga merupakan salah satu faktor utama.

Budaya masyarakat yang ”menghendaki” agar istri bisa menyembunyikan atau merahasiakan persoalan keluarganya pada orang lain, agar tidak menjadi aib keluarga. Sebaliknya orang lain pun tidak pantas kalau ikut campur dalam persoalan rumah tangga orang lain. Idealnya memang masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga sendiri, namun jika tidak berhasil, maka masalah KDRT akan menjadi masalah yang meluas dan akut. Oleh karena itulah sudah saatnya perlu pembiasaan melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal.

Tidak semua KDRT dikategorikan sebagai delik aduan, artinya korban (termasuk orang tua dan yang diberi kuasa) saja yang bisa melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib. Akan tetapi anggota masyarakat yang mengetahui terjadinya KDRT diwajibkan untuk sebisa mungkin memberikan perlindungan kepada korban dengan cara/ melalui prosedur tertentu.

d. Peran Pemerintah dan Masyarakat 

Untuk merealisasikan penghapusan KDRT (mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT, Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004) harus dilakukan usaha terpadu, saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat agar keberhasilan penghapusan KDRT cepat terwujud.

(1) Peran Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah antara lain wajib untuk: (1) merumuskan kebijakan tentang Penghapusan KDRT; (2) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; (3) menyelenggarakan sosialiosasi dan advokasi tentang KDRT (Pasal 11 ayat (1)  UU no. 23 tahun 2004).

Dalam rangka untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: (1) penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian; (2) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rokhani; (3) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme  kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; (4) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2004).

(2) Peran Masyarakat

Dalam upaya mencegah KDRT dan memberikan perlindungan (memberikan rasa aman kepada korban KDRT), anggota masyarakat juga diharapkan peduli terhadap peristiwa KDRT, sehingga setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (1) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (2) memberikan perlindungan kepada korban; (3) memberikan pertolongan darurat; (4) membantu proses pengajuan permohionan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU No. 23 tahun 2004)

(3) Perlindungan Korban KDRT  

Korban KDRT secara langsung atau melalui keluarga dan orang lain diberi kuasa dapat melaporkan peristiwa KDRT kepada kepolisian (ataupun kepala LSM atau UPP yang nantinya akan merujukkan/membantu melaporkan ke Kepolisian) baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Selanjutnya dalam waktu 1 X 24 jan sejak menerima laporan, pihak keploisian (lembaga sosial atau pihak lain) akan memberikan perlindungan sementara, sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pemerintah. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian akan bekerja sama dengan tenaga kesehatan (misal UPP Panti Rapih), pekerja sosial, relawan pendamping (misal Rika Annisa WCC) dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Masing-masing pihak akan memberikan pelayanan kepada korban KDRT sesuai dengan bidang masing-masing.

1) kepolisian akan menjelaskan tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan pendampingan

2) Tenaga kesehatan akan memeriksa kesehatan korban dan membuat visum et repertum.

3) Pekerja sosial akan: a) melakukan pendampingan psikologis biasanya dengan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. Dalam proses konseling korban diajak merumuskan persoalan, mencari solusi dan didorong untuk mengambil keputusan terbaik. Proses ini penting untuk membantu korban memahami diri dan persoalannya, sehingga membantu memecahkan persoalannya, dan b) mengantarkan korban ke rumah aman (tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai standar yang ditentukan, misal trauma center atau  Shelter) atau ke tempat ringan alternatif (tempat tinggal korban yang terpaksa harus ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau diajukan dari pelaku).

4) Relawan pendamping akan menginformasikan akan hak korban  untuk mendapatkan seorang atau beberapa pendampingan serta mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya, serta mendengarkan dengan empati segala penuturan korban dan aktif memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (pasal 23 UU No. 23 Tahun 2004).

5) Demikian juga dengan pembimbing rohani  yang akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa pada korban.

Pada prinsipnya, apa yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 baru merupakan titik awal perjuangan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, karena yang terpenting dari semuanya adalah implementasinya, mewujudkannya. 

Penghapusan terhadap KDRT memang harus diperjuangkan. Hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah saja tidaklah mungkin, diperlukan kepedulian semua pihak untuk merealisasikannya. Selain itu undang-undang hanya akan menjadi untaian kata mutiara tanpa makna, apablia tidak diikuti dengan usaha riel untuk melaksanakannya.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah: Bagaimanakah pelatihan dan sosialisasi hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

4. Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang kekerasan dalam rumah rangga. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat  dan keluarga  (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasaan dalam rumah tangga, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan olrh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap taingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani.
Metode Pelaksanaan PPM

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan: 
1. Kelompok Sasaran Kegiatan PPM

Kelompok sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah kelompok-kelompok kerja (pokja-pokja) di lingkungan desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
2. Metode Kegiatan PPM
Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilakukan dengan metode:

a. Ceramah

b. Tanya jawab

c. Diskusi

d. Pemecahan masalah perkasus

3. Langkah-langkah Kegiatan PPM
Pada awal kegiatan tim dilakukan pendampingan aktif, kemudian melakukan aktivitas pelatihan yang terkait penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, peran masyarakat dalam penghapusan KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
Selama kegiatan pengabdian berlangsung dilakukan monitoring terhadap kelompok sasaran mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap serta tanggapannya terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya setelah kegiatan selesai, tim melakukan evaluasi terhadap tanggapan dan aktivitas kelompok sasaran di Desa Purwo Binangun, Kecamatan Pakem Sleman  yang terkait dengan pelatihan dan sosialisasi penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

a. Faktor Pendukung:

1) Antusias kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan.

2) Tempat kegiatan yang kondusif

3) Dukungan dari pejabat struktural tingkat kecamatan dan desa

b. Faktor Penghambat:
1) sebagian kecil peserta masih awam terhadap undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (UUNo.23 Th. 2004);

2) ketepatan waktu kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan.
Hasil Pelaksanaan PPM dan Pembahasan
1.  Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PPM ini dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari yang masing-masing dilaksanakan pada hari pertama pembekalan materi dan pada hari kedua pemecahan kasus per kelompok kerja. Secara rinci kegiatan tersebut antara lain:

Persiapan     : - Membagi tugas dengan anggota PPM dan mahasiswa anggota kelompok PPM UNY untuk menyajikan materi dan untuk membantu pelaksanaan PPM 

                             - Menyiapkan makalah yang terkait dengan materi penyajian.

Pelaksanaan : - Hari pertama untuk penyajian materi dan tanya jawab terkait materi yang bersangkutan;
Materi yang disajikan antara lain:

1. Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2. Traumatik Anak Terhadap Kekerasan

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
                            - Hari kedua untuk pemecahan kasus yang dilakukan oleh kelompok peserta yang dibagi dalam lima kelompok @ 5 orang anggota dan diskusi hasil pemecahan kasus yang disajikan oleh masing-masing kelompok. Dalam diskusi sangat antusias semua peserta dalam mencari solusi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi     : -  Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dihadiri rata-rata oleh 28 orang peserta yang antusias mengikuti kegiatan dan para peserta tampak menjadi terampil dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kegiatan dilaksanakan di gedung pertemuan kantor desa Purwobinangun yang cukup memadai fasilitasnya dan mendapat perhatian penuh dari Ketua penggerak PKK Kecamatan Pakem dan Ketua penggerak PKK Desa Purwobinangun serta Kepala desa Purwobinangun. 

2. Pembahasan

Kegiatan PPM ini telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapat sambutan yang baik dari khalayak sasaran, terbukti dari antusias kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan dan dukungan sarana yang memadai serta tanggapan yang baik dari para tokoh masyarakat setempat dan aparat desa. Kelompok sasaran sangat bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan dan antusias dalam menanggapi semua permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan antisipasi pencegahanannya. Melalui kegiatan pelatihan menjadikan pemahaman terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin meningkat terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan pelatihan dengan cara pemecahan masalah kasus per kasus KDRT sangat efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan KDRT serta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat.


Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT tersebut. Hal ini menimbulkan keprihatinan kelompok kerja anggota masyarakat desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk bekerja sama dengan UNY mengadakan pelatihan dan sosialisasi KDRT untuk mengurangi, mencegah serta menanggulangi semakin meluasnya KDRT di masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesadaran anggota masyarakat tentang KDRT agar tidak menjadi korban kekerasan.

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan selama 2 hari dengan diawali penyajian materi dari nara sumber yang berasal dari UNY (kelompok PPM UNY) kemudian dilanjutkan diskusi pemecahan kasus-kasus aktual tiap kelompok kerja dan penyajian hasil diskusi di forum paripurna. Hasil yang diperoleh rata-rata 28 orang peserta telah trampil menangani kasus aktual yang disajikan penyaji dan kesemuanya telah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan KDRT yang berlaku. 

2. Saran

a. Perlu peningkatan kerjasama antara LPM UNY dengan kelompok-kelompok kerja di masyarakat yang lebih luas, terutama pada mereka yang membutuhkan sesuai bidang keahlian yang dimiliki UNY.

b. Perlu ditingkatkan sosialisasi bidang-bidang keahlian yang dimiliki UNY kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pembinaan dan pelatihan dari UNY.

c. Perlunya rutinitas kegiatan pelatihan bidang-bidang keahlian yang dimiliki UNY kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. 
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